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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum di bidang persaingan usaha dan

bagaimana pelaku usaha di bidang kepelabuhanan menerapkannya dalam praktek bisnis yang dilakukan.

Hasil penelitian akan menjelaskan tentang proses bisnis yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero) di Cabang

Pelabuhan Teluk Bayur sebagai BUMN di bidang kepelabuhanan ditinjau dari aspek undang-undang

persaingan usaha. Selain itu juga untuk memahami pertimbangan hukum KPPU dan Pengadilan Negeri

dalam memutus perkara pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan PT. Pelindo II (Persero).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum dan taraf

sinkronisasi hukum secara horizontal, dimana permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian

dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber/ bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundangundangan

yang berlaku, teori-teori hukum, buku/ literatur dan pendapat ahli. Dalam keputusannya Komisi Pengawas

Persaingan Usaha menetapkan bahwa PT. Pelindo II (Persero) terbukti melakukan tying agreement dalam

perjanjian penyewaan lahan pergudangan di Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat, dimana lahan

pergudangan sebagai tying product dan jasa bongkar muat sebagai tied product. Sedangkan dalam putusan

Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa perjanjian mengikat yang dilakukan PT.

Pelindo II (Persero) adalah tidak termasuk dan merupakan pengecualian penerapan Pasal 15 ayat (2)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan pertimbangan bahwa dampak positif dari perjanjian mengikat

yang dilakukan dalam perkara tersebut lebih besar dari dampak negatifnya. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan, baik pertimbangan hukum atas fakta persidangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan

hukuman terhadap PT. Pelindo II (Persero) maupun pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam

membatalkan putusan KPPU dipandang kurang kuat, karena analisis terhadap data dan fakta dalam

persidangan hanya dilakukan secara kualitatif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga dapat

menimbulkan interpretasi yang cenderung subjektif. Pada masa mendatang diperlukan peningkatan

kompetensi Investigator KPPU, Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam menjalankan proses hukum

terhadap kasus persaingan usaha, selain itu peraturan komisi terkait pedoman penerapan Pasal tertentu

dalam Undang-undang Persaingan Usaha perlu dibuat secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dapat

dihindari adanya kesalahan penafsiran.

<hr>

This research aims to increase the understanding of business competition law and how the business entity in

port sector to implementation the regulation in business activities. The result of research is to clarify the

business process by Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) branch Teluk Bayur Port as a State Owned

Enterprise (BUMN) in related to business competition law aspect. Another aim is to clarify of legal

judgment by Business Competition Supervision Commission and District Court to make decision of unfair
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business competition cases. This research use normative research method by examination of the cases based

on business competition law, government regulations, text book/ literature and expert opinions. The results

of this research is the Council of Commissioners of Business Competition Supervisory Commission (KPPU)

decided that Indonesian Port Company (PT. Pelindo II) has doing the tying agreement in agreement of

warehouse space rent in Teluk Bayur Port branch, warehouse space as a tying product and loading servicing

as a tied product. This decision in accordance with the examination of evidence in court process. But the

Judge of District Court decided that practicing tying agreement by PT. Pelindo II (Persero) is not a part of

and is a exemption of Article 15 No. 2 Indonesian Law No.5/1999, because the tying agreement

implementation have a more positive impact than negative impact. Final conclusion of District Court related

existing cases is not clear enough, in particularly on the basis of consideration in making decisions.

Furthermore, it is necessary to upgrading of competence of Investigator, Council of Commissioners and

Judges of Court to do legal proceedings in Competition Business Law and all regulation of Commission

related practices guidance of any article in Competition Business Law, need to be made clear and systematic

to avoided misinterpretation in implementation.


